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Abstract: Maintenance of land registration data is carried out when there is a change in the physical 
data or the data of the jurisdictional object of Land registration that has been registered The transfer of 
land rights can be through two ways, namely by switching through a legal event such as inheritance and 
transferred due to the existence of legal acts such as sharing of rights. As a result of the inheritance, the 
property belongs to the land. Based on the formula of the above problems, the purpose of this research is 
to know the process of management of the transfer of land rights related to the sharing of common rights 
based on inheritance and to know why the BPN of the Fifty City District uses APHB as the basis for 
transfer of inherited rights. The research method used by the authors in this study is descriptive, which is 
the research that focuses on solving the problem investigated by describing the state of the subject and 
the object based on apparent facts. The result of this research is that there are several factors or several 
things that cause the division of inheritance rights to be done with two processes first yaiu by descending 
inheritors first then using the Act of Common Division of Rights as the basis for the distribution of 
heritage rights. 
Keywords: Distribution Of Common Rights, Transfer Of Rights, Inheritance 
 
Abstrak: Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data 
fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar Peralihan hak atas tanah dapat melalui 
dua cara, yaitu dengan cara beralih melalui suatu peristiwa hukum seperti pewarisan dan dialihkan karena 
adanya perbuatan hukum seperti pembagian hak bersama. Karena adanya pewarisan maka timbul 
kepemilikan bersama terhadap hak atas tanah. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengurusan peralihan hak atas tanah terkait pembagian hak 
bersama berdasarkan pewarisan dan Untuk mengetahui alasan BPN Kabupaten Lima Puluh Kota 
menggunakan APHB sebagai dasar peralihan hak pewarisan. Metode penelitian yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang 
diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. 
Hasil dari Penelitian ini adalah ada beberapa faktor atau beberapa hal yang menyebabkan pembagian hak 
waris harus dilakukan dengan dua kali proses terlebih dahulu yaiu dengan turun waris terlebih dahulu 
kemudian menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama sebagai dasar pembagian hak pewarisannya. 
Kata Kunci: Pembagian Hak Bersama, Peralihan Hak, Pewarisan 
 
A. Pendahuluan 

Kebutuhan manusia terhadap tanah terus meningkat hal ini disebabkan oleh peningkatan 
jumlah penduduk yang membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan perumahan, serta 
kemajuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi yang menghadapi ketersediaan tanah 
yang lebih besar. Dengan kata lain, tanah memiliki fungsi sosial dan hak-hak yang membuatnya 
lebih penting daripada kepentingan umum. Keberadaan masyarakat hukum adat Indonesia 
memengaruhi pemahaman awal tentang tanah (Esfandiari, 2018). Hal-hal mengenai tanah juga 
dibahas dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al A'raf Ayat 58 yang 
berbunyi : 

نَوْرُكُشَّْی دَُلَبلْاوَ بُِّیَّطلا جُرُخَْی ھُٗتاَبَن نِذْ اِِب ھِّٖۚبرَ  يْذَِّلاوَ ثَُبخَ لاَ جُرُخَْی َّلاِا اۗدًكَِن كَلِذٰكَ فُرِّصَُن تِیٰلاْٰا مٍوَْقلِ .  
"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang 
tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-
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 tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur." 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan 
dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hak menguasai negara 
khususnya dibidang pertanahan merupakan hak yang diberikan kepada negara untuk pengurusan 
(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 
(toezichthoudensdaad). Salah satunya yaitu dalam hal peralihan hak atas tanah yang menjadi 
kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional yang 
selanjutnya disebut BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Presiden. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, BPN 
Republik Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan di tingkat nasional, 
regional, dan sektoral. Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di 
kabupaten/kota didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPN di daerah. 

Tugasl BPNl adalahl memberikanl perlindunganl hukum danl kepastian lhukum terhadap 
pemegangl hak atasl tanah antaral lain melaluil kegiatan lpendaftaran peralihan hakl atas ltanah. 
Agar jaminanl kepastian hukuml di bidangl pertanahan dapatl diberikan makal diperlukan 
tersedianyal perangkat hukuml tertulis, lyang lengkap danl jelas sertal dilaksanakan secaral 
konsisten danl  penyelenggaraan pendaftaranl tanah lyang lefektif (Harsono, 2005). BPN 
melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Kegiatan-kegiatan ini 
berhubungan satu sama lain dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pertanahan 
kepada masyarakat dengan menyediakan data yang diperlukan. Berarti melakukan sesuatu secara 
terus menerus. Setiap saat, data yang telah dikumpulkan dan dapat diakses harus dipelihara, 
artinya lharus ldisesuaikan denganl perubahanl berikutnyal hingga tetapl sesuai denganl keadaan 
lterkini. Menurut laturan, semua tindakanl harus diaturl oleh peraturanl yang sesuail karena 
lakan menghasilkan datal bukti yangl sah. lNamun, pendaftaran tanahl tidak selalul memiliki 
kekuatanl bukti lyang lsama (Lubis, 2011). 

Tanahl yang diberikanl dan dimilikil oleh orangl dengan lhak-hak lyang diberikan olehl 
Undang-Undangl Pokok Agrarial harus ldigunakan. Hak atasl sebagian kecill permukaan bumil 
yang berukuranl dua panjangl dan lebarl dikenal sebagail hak atasl tanah. Orangl yang memilikil 
hak atasl tanah memilikil hak luntuk menggunakan ataul memperoleh keuntunganl dari ltanah 
tersebut (Santoso, 2010).  Dalaml hukuml tanahl sebutanl “tanahl” dipakai dalaml arti lyuridis, 
sebagai suatul pengertian yangl telah diberil batasan resmil oleh lUndang-Undang lPokok 
Agraria (lUUPA). Pasal 4l UUPA lmenyatakan lbahwa : Atasl dasar hakl menguasai daril 
Negara sebagail yang dimaksudl dalam Pasall 2 ditentukanl adanya lmacam-macam hakl atas 
permukaaanl bumi, yangl disebut ltanah, yang dapatl diberikan kepadal dan dipunyail oleh 
lorang-orang, baikl sendiri lmaupun bersama-samal dengan orangl lain sertal badan-badanl 
lhukum. 

Dari ketentuan yang disebutkan dalaml Pasall 19l ayatl 2l Undang-Undangl Pokok 
Agrarial (UUPA), prosesl pendaftaran tanahl mencakup lpengumpulan, pengolahan, 
lpembukuan, dan penyampaianl serta penyimpananl data fisikl dan yuridisl mengenai tanahl 
yang sudahl dimiliki dalaml bentuk daftarl dan lpeta. Data pendaftaranl tanah harusl dipelihara 
jikal data fisikl atau yuridisl objek lpendaftaran tanah yangl telah terdaftarl berubah.  Karenal 
sertipikat merupakanl tanda buktil hak yangl memiliki kekuatanl pembuktian yangl lebih lkuat, 
fokus utamal penelitian lini adalah untukl hak atasl tanah yangl sudah lbersertipikat. Peralihanl 
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hak atasl tanah dapatl melalui dual cara, yaitul dengan caral beralih melaluil suatu peristiwal 
hukum danl dialihkan karenal adanya perbuatanl lhukum (Arba, 2015). Sertipikatl hak milikl 
dapat dipindahkanl haknya kepadal pihak lainl (dialihkan) denganl cara ljual-beli, lhibah, 
pembagian hakl bersama, ltukar-menukar, lpemberian denganl wasiatl danl lperbuatan-
perbuatanl lain yangl dimaksudkan luntuk memindahkanl hak lmilik (Sutedi, 2010). 

Peralihanl hak atasl tanah pewarisanl yang dimaksudl disini adalahl secara lyuridis, yang 
diwariskanl adalah hakl atas tanahl bukan ltanahnya. Tujuan lpewarisan hak atasl tanah adalahl 
supaya ahlil warisnya dapatl secara sahl menguasai ldan menggunakan tanahl atau satuanl rumah 
susunl yang lbersangkutan. Dalam lperkembangannya, yang diwariskanl tidak hanyal berupa 
hakl atas ltanah, tetapi ljuga Hak Milikl Atas Satuanl Rumah lSusun (Santos, 2011). Ada tiga 
hukuml warisl yangl berlakul ldi Indonesia: Hukuml Waris lAdat, Hukum Warisl Islam, danl 
Hukum Warisl Perdata. Selainl itu setiapl daerah memilikil hukum adatl yang lberbeda-beda 
sesuail dengan sisteml kekerabatan lyang ldianut. Dalam penelitian ini permasalahan yang 
timbul diawali karena adanya pewarisan, yang terjadi pada Yudhi Hari Eka selaku ahli waris dari 
Almarhum Yulizar dimana Almarhum Yulizar telah meninggal dunia dan meninggalkan 
beberapa harta warisan salahsatunya berupa Sertipikat Hak Milik yang terletak di Nagari Koto 
Tuo, Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdaftar atas nama Yulizar. Ahli waris almarhum 
Yulizar yang sah terdiri dari isteri Neliwati dan 3 orang anak kandung yaitu Yudhi Hari Eka, 
Atika Novira, dan Adho Ridho. Sertipikat tersebut menurut keterangan Yudhi Hari Eka sudah 
diberikan dan diperuntukkan kepada Yudhi Hari Eka untuk dimiliki dan dikelola. Sebagaimana 
pada pembagian untuk masing-masing ahli waris Almarhum Yulizar yang dimuat dalam surat 
pembagian warisan yang dibuat dibawah tangan. 

Ahlil warisl yangl sahl danl berhak mendapatkanl warisan ldiwajibkan mendaftarkan 
perubahanl data yuridisl atas tanahl dimaksud kepadal kantor pertanahanl Kabupaten/Kotal 
untuk mengubahl data yuridisl bidang tanahl pada lalat bukti lhaknya (Lubis, 2010). 
Sebagaimana yangl diatur dalaml Pasal 111l ayatl (5),  lPeraturan Menteri Negaral 
Agraria/Kepalal Badan Pertanahanl Nasional Nomorl 16 lTahun 2021 Tentangl Perubahan 
Ketigal Atas Peraturanl Menteri Negaral Agraria/Kepalal Badan Pertanahanl Nasional Nomorl 3 
Tahunl 1997 Tentangl Ketentuan lPelaksanaan PP Nol 24 Tahunl 1997 Tentangl Pendaftaran 
Tanahl Mengenai Peralihanl Hak lPewarisan, menyebutkan lbahwa: Apabilal ahli warisl lebih 
daril 1l (satu) orangl dan padal waktu pendaftaranl peralihan haknyal disertai denganl akta warisl 
yang lmemuat keterangan bahwal hak atasl tertentu jatuhl kepada 1l (satu) orangl penerima 
lwarisan, maka pencatatanl peralihan haknyal dilakukan kepadal penerima warisanl yang 
bersangkutanl berdasarkan aktal waris ltersebut. 

Pasall 111l ayatl (l4),  Peraturan Menteril Negara lAgraria/Kepala lBadan Pertanahan 
Nasionall Nomor 16l Tahun 2021l Tentang Perubahanl Ketiga lAtas Peraturan Menteril Negara 
lAgraria/Kepala Badanl Pertanahan Nasionall Nomor l3 Tahun 1997l Tentang Ketentuanl 
Pelaksanaan PPl No 24l Tahun 1997l Tentang Pendaftaranl Tanah jugal menyebutkan lbahwa: 
Apabilal ahli warisl lebih daril 1l (satu) orangl dan beluml ada pembagianl warisan, makal 
pendaftaran peralihanl haknya dilakukanl kepada paral ahli warisl sebagai pemilikanl bersama, 
danl pembagian hakl selanjutnya dapatl dilakukan sesuail ketentuan Pasall 51 Peraturanl 
Pemerintah lNomor 24 lTahun l1997. 

Hak bersama atas tanah, yang dikenal sebagai HATl (Hakl Atasl lTanah) latau HMRS 
(Hakl Milik atasl Rumah lSusun), dapat muncull sebagai hasill dari ldua peristiwa lhukum: 
pewarisan ataul perkawinan; ataul karena keinginanl bebas ldari individu yangl ingin memilikil 
tanah lbersama, seperti untukl melakukan linvestasi bersama. Sesuail dengan kesepakatanl 



. 
 

 
343 P-ISSN 2622-9110        Lembaga Penerbitan dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 

E-ISSN 2654-8399 

Vol. 5 No.4 Edisi 2 Juli 2023              Ensiklopedia of Journal 
http://jurnal.ensiklopediaku.org  

 masing-masingl pemegang lhak, pembagian hakl bersama HATl atau HMRSl harus dilakukanl 
untuk mengakhiril hak lbersama tersebut. Sebidangl tanah yangl milik bersamal biasanya 
dimilikil oleh satul atau llebih orang denganl jumlah orangl yang lebihl sedikit daripadal pemilik 
lsemata. Pemilik tanahl sebelumnya termasukl pemilik lsaat lini. 

Dalam praktik yang terjadi adalah Bapak Yudhi Hari Eka mendatangi Kantor BPN 
Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pendaftaran permohonan baliknama sertipikat 
yang menjadi haknya. Akan tetapi Kantor BPN Kabupaten Lima Puluh Kota menolak 
permohonan tersebut dengan menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah yang berdasarkan 
pewarisan harus dilakukan dengan dua kali proses terlebih dahulu. Langkah awal yaitu dengan 
turun waris ke semua ahli waris yang berhak terlebih dahulu yaitu ke atas nama isteri dan anak-
anak, turun waris berarti dialihkan kepemilikannya kepada seluruh ahli waris yang masih hidup 
dan yang berhak menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan beralihnya keatas 
nama seluruh ahli waris maka sertipikat terdaftar atas nama bersama yang menimbulkan 
kepemilikan bersama.  

Kemudian apabila telah terjadi pembagianl hakl yangl memuatl bahwal tanah tersebutl 
jatuh kepadal salah satul ahli warisl yaitu Yudhil Hari Ekal maka lselanjutnya dilakukan 
Pembagianl Hak lBersama. Akta Pembagianl Hak Bersamal yang ldibuat oleh PPATl dalam 
bentukl akta lautentik. APHB inilahl yang menjadil dasar permohonanl peralihan hakl atas 
tanahl yangl membuktikanl kesepakatanl antaral lpara pemegang hakl bersama mengenail 
pembagian hakl bersama tersebutl untuk dialihkan haknya menjadi kepemilikan individu. 
Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam dasar peralihan hak pewarisan yangl 
tercantuml dalaml Peraturanl Menteril Negara Agrarial Nomor l16 Tahunl 2021 yang mana jikal 
terjadil pembagianl lhak, pencatatanl peralihan lhak tersebut dapatl dilakukan secara langsung 
kepada penerima hak melalui akta pembagian waris yangl dibuatl dibawahl tanganl ataul melalui 
lakta lnotaris. Dengan adanya hal tersebut tentu sangat menarik untuk diketahui, karena 
menimbulkan ketidakpastian dalam hukum, selain itu juga akan membingungkan masyarakat 
yang seharusnya mendapatkan kepastian pelayanan yang efisien.  

 
B. Metodologi Penelitian  

Metode penelitian yang penulisl gunakanl dalam penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu 
penelitianl yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 
keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam hal ini mengenai 
peralihan hak atas tanah terkaitl pembagian hak bersama berdasarkan pewarisan. Penelitian 
tentang peralihan hak atas tanah terkait pembagian hak bersama berdasarkan pewarisan ini 
menggunakan penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan wawancara dan observasi. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara 
dengan PLT Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten LimaPuluhKota. Teknik 
lanalisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metodel Kualitatif, yaitu suatu lmetode 
dengan berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan 
langka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan mengunakan peraturan perundangan, 
pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika. 
 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Proses Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Terkait Pembagian Hak Bersama 

Berdasarkan Pewarisan 
Pewarisan menurut hukum perdata diaturl padal Pasall 830l lKUHPerdata: Pewarisanl 
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hanya terjadil atau berlangsungl dengan adanyal kematian. Kematianl seseorang dalaml hal inil 
orang yangl meninggal ldengan meninggalkan hartal kekayaan merupakanl unsur yangl mutlak 
luntuk adanya lpewarisan, karena denganl adanya kematianl seseorang makal pada saatl itupulah 
mulailahl harta warisanl itu dapatl dibuka latau ldibagikan. 

Pendaftaranl peralihan hakl milik atasl tanah karenal pewarisan lharus dilakukan olehl 
pihak yangl mewarisi ltanah, pemegang hakl harus lmendaftarkan perubahan datal fisik ataul 
yuridis kepadal Kantor Pertanahanl setempat luntuk dicatat dalaml buku ltanah. Perubahan datal 
tersebut disebutl dengan “turunl waris”. Turunl waris adalahl penerusan hartal kekayaan daril 
suatu lgenerasi kepada generasil keturunannya (pewarisl kepada ahlil waris). lDimaksud 
“penerusan” adalahl peralihan pemegangl hak atasl tanah daril pewaris lkepada ahlil warisl 
keturunannyal dikarenakanl olehl suatu peristiwal hukum lyaitu meninggalnya lpewaris. 

Adapunl proses administrasil pada pemeliharaanl data dilakukanl dua lkali lyaitu: 1) Padal 
buku tanahl sertifikat akanl dicatat peralihanl hak daril pewaris kepadal seluruh ahlil waris 
berdasarkanl surat keteranganl ahli lwaris yang ldibuat; dan 2) Setelahl proses peralihanl hak 
daril pewaris kepadal para ahlil waris lselesai, maka dilanjutkanl dengan prosesl peralihan hakl 
dari paral ahli warisl kepada salahl satu ahlil waris yangl ditunjuk sebagail pemegang hakl 
berdasarkan Aktal yang dibuatl PPAT, yaitul Akta lPembagian Hak lBersama. 

Persyaratanl yang harusl dilengkapi untukl diserahkan kel Kantor Pertanahanl mengenai 
pendaftaranl peralihan hakl milik atasl tanah lkarena pewarisan untukl tanah yangl sudah 
terdaftarl (bersertipikat), adalahl sebagai lberikut : 

1. Suratl Permohonanl 
2. Sertifikatl asli Hakl atas lTanah 
3. Suratl tanda buktil sebagai ahlil waris, dapatl berupa lwasiat, putusan lpengadilan, 

penetapan lhakim/Ketua lPengadilan, Surat lKeterangan Warisl (SKW) bagil Warga 
Negaral Indonesial (WNI) aslil dibuat loleh para ahlil waris disaksikanl oleh 2l (dua) 
orangl saksi danl dikuatkan olehl Kepala lDesa/Kelurahan danl Camat tempatl tinggal 
lpewaris pada waktul meninggal ldunia. Bagi WNIl keturunan Tionghoal Akta Keteranganl 
Hak Warisl (AKHW) yangl dibuat loleh lnotaris. 

4. Surat keterangan meninggal dunia pewaris dari kantor lurah setempat / kutipan akta 
Kematian pewaris dari kantor pencatatan sipil. 

5. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga seluruh ahli waris. 
6. Surat kuasa apabila dikuasakan. 
7. Fotokopil pajakl bumil danl bangunanl tahun berjalanl dan lbukti pembayaran lpelunasan. 
8. Beal Perolehan Hakl Atas Tanahl dan Bangunanl (BPHTB) lyang telah diverifikasil oleh 

kantorl pajak ldaerah. 
Surat Keterangan Waris (SKW) dibuat dengan tujuan menetapkan seseorang menjadi ahli 

waris. SKW dapat digunakan sebagail alatl buktil luntuk mengetahuil siapa sajal yang dapatl 
dianggap sebagail ahli warisl yang sahl dari lpewaris.  Surat Keteranganl Waris adalahl jenis 
suratl di bawahl tangan lyang dibutuhkan untukl dibuat danl disetujui olehl pejabat tertentul agar 
lmemiliki kekuatan lhukum. Lurah danl Camat Setempatl harus menguatkanl surat keteranganl 
waris. Suratl yang akanl digunakan sebagail bukti harusl dibuat denganl cara yangl sudah 
lditetapkan. Mekanisme prosedurl administrasil adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan 
tugas atau memecahkan masalah. lSurat keteranganl ahlil warisl harusl dibuat sesuail dengan 
peraturanl perundang-undanganl yang lberlaku (Rohmatin, 2022).  

Setelahl sertipikatl terdaftarl atasl namal bersama ataul nama seluruhl ahli lwaris, beberapa 
persyaratanl dimohonkan kembalil untuk prosesl permohonan pendaftaranl peralihan hakl milik 
yangl jatuh kel salah satul ahli warisl atau beberapal ahli warisl berdasarkan kesepakatanl ahli 
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 warisl dengan lmenambahkan Aktal Pembagianl Hakl lBersama. Dalaml Pasal 111l ayatl (4),  
Peraturanl Menteri Negaral Agraria/Kepalal Badan Pertanahanl Nasional Nomorl 16 Tahunl 
2021 Tentangl Perubahan Ketigal Atas Peraturanl Menteri Negaral Agraria/Kepalal Badan 
Pertanahanl Nasionall Nomorl 3l Tahunl 1997l Tentangl Ketentuan Pelaksanaanl PP Nol 24 
Tahunl 1997 Tentangl Pendaftaran Tanahl menyebutkan lbahwa: Apabilal ahli warisl lebih daril 
1l (satu) orangl dan beluml ada lpembagian warisan, makal pendaftaran peralihanl haknya 
dilakukanl kepada paral ahli lwaris sebagai pemilikanl bersama, danl pembagian hakl 
selanjutnya dapatl dilakukan sesuail ketentuan Pasall 51 Peraturanl Pemerintah Nomorl 24 
lTahun l1997. 

Pembuatanl Akta Pembagianl Hakl Bersamal (lAPHB) berkaitanl ldengan pelaksanaan 
Pendaftaranl peralihan hakl atas tanahl karena lwarisan. lPembagian hakl bersamal atasl tanahl 
atau Hakl Milik Atasl Satuan Rumahl Susun menjadil hak lmasing-masing pemegangl hak 
bersamal didaftar berdasarkanl akta yangl dibuat olehl PPAT, yangl membuktikan kesepakatanl 
antara paral pemegang lhak bersama mengenail pembagian hakl bersama tersebut. Selain litu, 
dalam lakta pembagian hakl bersama adal perbuatan hukuml yang dipilih, di lantaranya: 1) 
Dalaml pembagian hakl bersama inil tidak terdapatl kelebihan lnilai yang diperolehl oleh salahl 
satu lpihak, 2) Paral pihak melepaskanl haknya atasl kelebihan nilail yang ldiperoleh oleh pihakl 
yang lmemperoleh lhak, dan 3) Karenal memperoleh kelebihanl nilai dalaml pembagian hakl 
bersama lini, ada pihakl yang membayarl dengan uangl tunai kepadal pihak llainnya. 

Hak bersama dapat dibagi menjadi hak individu pada titik tertentu, terlepas dari apakah itu 
diperoleh sebagai hak warisan atau karena alasan lain. lUntuk itul kesepakatanl antaral paral 
pemegang hakl bersama tersebutl harus ditulisl dan dituangkanl dalam aktal PPAT, aktal 
tersebut yangl akan digunakanl sebagai dasarl untuk lpendaftarannya. Persyaratan dalaml 
pembuatan aktal pembagian hakl bersama antaral lain sebagail berikut, lyaitu 1) Sertifikatl Asli, 
2) fotokopil KTP danl Kartu Keluargal seluruh pemegang sertifikat, 3) Fotokopil pajakl bumil 
danl bangunanl tahun berjalanl dan lbukti pembayaran lpelunasan, dan 4) Surat-Surat Pendukung 
Lainnya. 

Setelah persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh PPAT, kemudian Seluruh ahli waris 
menandatangani berkas-berkas akta pembagian hak bersama yang terdiri dari berkas pajak, 
pengecekan sertipikat dan aktal pembagianl lhak bersamal yangl ditandatangani dihadapanl 
PPAT, apabilal salah satul pemberi hak  tidak bisa menghadiri maka diwajibkan membuat akta 
kuasa dari notaris daerah setempat. Dalam wawancara dengan salah satu PPAT Kabupaten Lima 
Puluh Kota menyebutkan bahwa dengan adanya 2 kali proses peralihan lmaka akanl terjadil 
praktikl pengenaanl pajakl yang doublel pembayaran lBPHTB, yaitu diterapkanl NPOPTKP 
sebesarl Rp. l300.000.000l untuk prosesl waris danl proses pembagianl warisnya melaluil APHB 
denganl NPOPTKP sebesarl Rp. l60.000.000l. Hal inil tentu menjadikanl biayanya mahall dan 
memberatkanl ahli lwaris. Hasil akhirl dari prosesl pembagian hakl bersama adalahl kepemilikan 
hakl atas ltanah tersebut menjadil milik danl kepunyaan individul sesuai denganl kesepakatan 
bersamal dari paral ahlil warisl yangl dituangkanl dalam Aktal Pembagian lHak lBersama. 

 
2. Penjelasan BPN Kabupaten Lima Puluh Kota mengapa menggunakan Pembagian Hak 

Bersama sebagai dasar peralihan hak pewarisan. 
Wawancaral yangl penulisl lakukanl pada haril Selasa Tanggall 07 Maretl 2023 denganl 

Bapak Ahmadl Budianta lRangkuti,S.Hl.,M.Knl selaku lPLT Seksi Penetapanl Hak danl 
Pendaftaran Kantorl Pertanahan Kabupatenl Lima Puluhl Kota mengatakanl bahwa adal 
beberapa faktorl atau beberapal hal lyang menyebabkan penggunaanl Akta Pembagianl Hak 
Bersamal digunakan lsebagai dasar pembagianl peralihan hakl pewarisan. Sebagaimana yang 
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diatur dalam Pasal 111 ayat (5),  lPeraturan lMenteri lNegara lAgraria/Kepalal Badan 
Pertanahanl Nasional Nomorl 16 Tahunl 2021 Tentangl Perubahan Ketigal Atas Peraturanl 
Menteri Negaral Agraria/Kepalal Badan Pertanahanl Nasional lNomor 3 Tahunl 1997 Tentangl 
Ketentuan Pelaksanaanl PP Nol 24 Tahunl 1997 lTentang Pendaftaran Tanahl Mengenai 
Peralihanl Hak lPewarisan, menyebutkan lbahwa Apabilal ahli warisl lebih daril 1l (satu) orangl 
dan padal waktu pendaftaranl peralihan haknyal disertai denganl akta warisl yang memuatl 
keterangan bahwal hak atasl tertentu jatuhl kepada 1l (satu) orangl penerima lwarisan, maka 
pencatatanl peralihan haknyal dilakukan kepadal penerima warisanl yang bersangkutanl 
berdasarkan aktal waris ltersebut. 

Pasal 111l ayatl (4),  Peraturanl Menteri Negaral Agraria/Kepalal Badan Pertanahanl 
Nasional Nomorl 16 Tahunl 2021 Tentangl Perubahan lKetiga Atas Peraturanl Menteri Negaral 
Agraria/Kepalal Badan Pertanahanl Nasional Nomorl 3 Tahunl 1997 Tentangl Ketentuan 
Pelaksanaanl PP Nol 24 Tahunl 1997 Tentangl Pendaftaran Tanahl juga lmenyebutkan lbahwa: 
Apabilal ahlil warisl lebihl daril 1 (lsatu) orang danl belum lada pembagian lwarisan, maka 
pendaftaranl peralihan haknyal dilakukan kepadal para ahlil waris sebagail pemilikan lbersama, 
dan pembagianl hak selanjutnyal dapat dilakukanl sesuai ketentuanl Pasal 51l Peraturan 
Pemerintahl Nomor 24l Tahun l1997. 

Menurut Bapak Ahmad Budianta Rangkuti,S.H.,M.Kn Pewarisan itu termasuk ke dalam 
peristiwa hukum bukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, proses pendaftaranl peralihanl hakl 
atasl tanahl karena pewarisanl tetap mengikutil peraturan perundanganl yang berlakul jika 
terdapatl perbedaan, litu tergantung padal kebijakan lmasing-masing Kantor dengan Kepala 
Seksi Penetapan Hak dan Pendaftarannya sepanjang itu ltidak bertentangan denganl Undang-
lUndang yang mana jika Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftarannya berganti atau bertukar 
maka lain pula kebijakan yang diterapkan. Kantor Pertanahanl Kabupatenl Lima Puluh Kota 
menetapkan kebijakan bahwal pendaftaranl peralihanl HATl karenal pewarisan harusl 
didaftarkan kepadal semua ahlil waris lterlebih dahulu untuk saat ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika pembagian hak langsung dibagi dalam proses 
pembuatan akta pembagian waris, maka salah satu ahli waris dapat saja membuat akta 
pembagian waris secara dibawah tangan ltanpa persetujuanl ahlil warisl yangl lainnya, makal 
meningkatkan lkemungkinan konflik dil kemudian lhari, ketika pemegangl hak memilikil niat 
yangl tidak lbaik, yang akanl menimbulkan lsengketa. Kesepakatan ahlil waris yangl 
menjatuhkan hakl tersebut kepadal salah satul ahli warisl tertentu masihl termasuk ldalam suatu 
pewarisanl atau peristiwal hukum (kepemilikanl bersama yangl terikat). Kesepakatanl itu 
bersifatl deklaratif. Jadil bukan suatul perbuatan lhukum. Akan tetapil jika sertipikatl itu sudahl 
atas namal bersama-samal dan lmereka memberikan kepadal salah satul ahli warisl saja, ataul 
dipecah kel masing-masingl individu, inilahl yang termasukl dalam kategoril perbuatan lhukum 
sesuai denganl ketentuan Pasall 51 lPP No. 24l Tahun l1997. 

Aktal yang dimaksudl di dalaml Pasal 51l PP lNo.24 Tahunl 1997 adalahl Akta 
Pembagianl Hak lBersama. Untuk memastikanl bahwa paral ahli warisl sebagai pemegangl hak 
bersamal telah mencapail kesepakatan mengenail pembagian hakl bersama atasl tanah, makal 
perlu dituangkanl dalam sebuahl akta aktal yang dibuatl oleh PPATl disebut denganl Akta 
Pembagianl Hak Bersamal (APHB). Seseorangl dapat menggunakanl APHB inil sebagai dasarl 
untuk lmendaftarkan peralihan hakl atas ltanahnya. Untuk memastikanl bahwa merekal benar-
benarl memahami perbuatanl hukum yangl dilakukan saatl membuat lAPHB, maka semual ahli 
warisl harus hadirl sehingga merekal memahami secaral benar mengenail perbuatan hukuml 
yang ldilakukan. Penggunaan APHBl dalam pendaftaranl peralihan hakl karena pewarisanl 
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 mengakibatkan ahlil waris lharus membayar BPHTBl sebanyak 2l (dua) lkali, yaitu padal saat 
pendafataranl turun warisl kepada seluruhl ahli warisl dan padal saat lpembuatan lAPHB. Jika 
paral ahlil warisl setujul untukl memberikan ataul menyerahkan lhaknya kepada salahl satu ataul 
beberapa ahlil warisl tertentu, danl ahli warisl yang ditunjuk dan menerima hak tersebut, maka 
adal asasl kesepakatanl yangl tundukl pada 1320l KUHPerdata. lArtinya, ada lPerbuatan 
lHukum. 

Daril perspektif hukuml perdata, kepemilikanl bersama yangl terikat ladalah ketika dual 
orang memilikil kepemilikan bersamal atas suatul benda lyang merupakan salahl satu akibatl 
dari suatul peristiwa hukuml misalnya meninggalnyal pewaris, lputusnya perkawinan, ataul 
bubarnya lpersekutuan perdatal (maatschap) ataul perkumpulan-perkumpulanl yang tidakl 
berbadan lhukum. Pemisahan danl pembagian dalaml kepemilikan bersamal yang lterikat 
bersifat deklaratifl dan bersifatl surut, mulail saat pewarisl meninggal ldunia, perkawinan 
lberakhir, atau persekutuanl perdata ataul perkumpulan ltidak berbadanl hukum lbubar (Rahmi, 
2020). Faktor lain yang dapat disebabkan jika pembagian waris tidak menggunakan Akta 
Pembagian Hak Bersama adalah terdapatnya surat keterangan waris atau surat pembagian waris 
yang dibuat palsu. Sangat penting untuk diingat bahwa saat membuat SKW, ldiperlukan l2 
(ldua) lorang saksil yang mengetahuil secara akuratl komposisi ahlil waris yangl disebutkan ldi 
dalamnya. Tidakl boleh adal ahli warisl yang tertinggall atau tidakl dimasukkan. Posisil Kepalal 
lDesa, lLurah, danl Camat menguatkanl isi lSKW, terutama memastikanl bahwa tidakl ada ahlil 
waris lainl yang tertinggall atau lbahwa orang lainl yang dimasukkanl sebagai ahlil waris tetapil 
tidak memiliki hubungan waris harus diperiksa dan diverifikasi (Wiratama, 2020). 

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan PLT Seksil Penetapanl lHak danl 
Pendaftaranl Kantor Pertanahanl Kabupaten Limal Puluh lKota, Bapak Ahmad Budianta 
Rangkuti,S.H.,M.Kn mengatakan bahwa berdasarkan teori tanggung jawab, PPATl dapatl 
dimintakanl pertanggungl jawabannyal apabila APHBl yang dibuatnyal cacat hukuml yang 
dapatl mengakibatkan aktal tersebut dibatalkanl atau batall demi lhukum. Berdasarkan 
Peraturanl Pemerintahl Nomorl 37l Tahunl 1998, seorangl PPAT harusl bertanggung jawabl 
lsecara pribadi atas tindakan yang melanggar hukum. Akta Pembagian Hak Bersama adalahl 
sebagail salahl satul caral pemeliharaan danl  pendaftaran tanahl yang amanl bagi ahlil waris. 
Diharapkanl agar masyarakatl dapat mengertil tentang prosedurl pendaftaran lperalihan karena 
pewarisanl dan ltahap-tahap yangl akan ldilakukan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk 
mencegah bahaya yang mungkin terjadi di masa depan terhadap tanah warisan dan untuk 
menerapkan prinsip kehati-hatian. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuanl daril balikl namal lsertifikat hak milikl 
berdasarkan aktal pembagian hakl bersama adalahl sebagai lberikut: 1) Supayal adanya 
kepastianl hukum tentangl pembagian hakl bersama sehinggal adanya keyakinanl tentang siapal 
yang akanl menjadi pemegangl hak atasl tanah setelahl pembagian ltersebut, 2) Untukl 
menghindari gugatanl dari cucul pewaris karenal pemegang hakl bersama lmelepaskan lhaknya, 
dan 3) Jika tanah peninggalan orang tua tidak dibagi, maka tanah itu akan tetap menjadi 
kepemilikan bersama selama proses turun waris masih berlangsung, untuk mencegah terjadinya 
harta pusaka tinggi. Maka, kepemilikan bersama atas tanah akan berakhir jika pembagian hak 
segera dilakukan. 
 

D. Penutup  
Berdasarkanl uraianl penelitil dil latas, dapatl diambil kesimpulanl sebagai lberikut, Ketika 

sertipikatl masih didaftarkanl atas namal pewaris danl kemudian disepakatil oleh ahlil waris 
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bahwal hak atasl tanah tersebutl akan ldiberikan kepada salahl satu ahlil waris tertentul maka itul 
masuk kedalaml suatu lperbuatan hukum bukanl peristiwa lhukum. Kantor BPN Kabupaten 
Lima Puluh Kota tidak dapat melakukan pendaftaran hakl atasl tanahl untukl tanahl warisan 
lyang diberikan kepadal salah satul ahli warisl jika menggunakan surat dibawah tangan atau akta 
notaris. Oleh karena itu, sebelum digunakannya APHB untuk membaginya, warisnya harus 
diselesaikan ke seluruh ahli waris yang berhak. Karena ahli waris masih memiliki hak atas 
properti yang ditinggalkan oleh pewaris, mereka harus membuat Akta Pembagian Hak Bersama 
untuk melepaskan hak tersebut. Berdasarkanl kesimpulanl yangl penelitil kemukakanl di latas, 
maka lpeneliti memberikan beberapal saran diantaranyal Karena Kantor BPN Kabupaten Lima 
Puluh Kota mengharuskanl paral ahlil warisl untukl melakukan pendaftaranl turun warisl 
terlebih dahulul baru APHBl dan adanyal pembayaran pajakl 2 (ldua) kali sehinggal 
memberatkan bagil masyarakat danl diasumsikan bahwal proses pendaftaranl pewarisan 
memerlukanl biaya yangl mahal danl waktu yangl cukup llama, saran penulisl adalah 
Seharusnyal Kantor Kantorl BPN Kabupatenl Lima Puluhl Kota menggunakanl konsep dasarl 
Good Governancel dan administrasil yang lmudah, murah, lcepat, serta tidakl membebani 
lmasyarakat. masyarakat diharapkanl lebih memahamil hukum tentangl pendaftaran hakl milik 
atasl tanah untukl mencegah sengketal di kemudianl hari. Merekal juga diharapkanl aktif 
mencaril informasi danl mempelajari persyaratanl dari LKantor Pertanahan. 
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